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ABSTRAK

Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis PPATK belum sepenuhnya
dimanfaatkan di tingkat penyidikan untuk kepentingan penegakan hukum hal tersebut
dikarenakan masih terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah penerusan
Laporan Hasil Analisis PPATK kepada pennyidik dan jumlah tindak lanjut penyidik
terhadap Laporan Hasil Analisis yang diteruskan oleh PPATK. Bentuk tindak lanjut
yang dilakukan oleh penyidik atas penerimaan Laporan Hasil Analisis PPATK yang
dilakukan oleh penyidik yaitu, dengan melakukaan telaah, kajian, atau psngujian
kembali atas Laporan Hasil Analisis serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup
yang mendukung terjadinya tindak pidana yang dilaporkan.

Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis PPATK dipengaruhi oleh faktor yuridis
maupun faktor non-yuridis. Adapun faktor yuridis yaitu, tidak ditemukannya bukti
yang cukup terjadinya tindak pidana atas Laporan Hasil Analisis yang di kan
oleh PPATK, masih terdapatnya kelemahan dalam UU PPTPPU

faand kali mengalami perbaikan, seperti belum diaturnya s¢
idik yang terbukti sengaja tidak menindaklanjuti Lz
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BAB 1v

PENUTUP

A. Kesimpulan

ari urai %
l1an bab-bab terdahulu, makq dapat ditarik suaty kesimpulan dan

disertai saran-saran sebagai berikyt:

¥y

Tindak lanjut Laporan Hasil ~ Analisis PPATK belum  sepenuhnya

dimanfaatkan di tingkat penyidikan untuk kepentingan penegakan hukum hal
tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan yang signifikan antara
Jumlah penerusan Laporan Hasil Analisis PPATK kepada pennyidik dan
jumlah tindak lanjut penyidik terhadap Laporan Hasil Analisis yang
diteruskan oleh PPATK.

Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis PPATK dipengaruhi oleh faktor yuridis
maupun faktor non-yuridis. Adapun faktor yuridis yaitu, tidak ditemukannya
bukti yang cukup terjadinya tindak pidzna atas Laporan Hasil Analisis yang

disampaikan oleh PPATK, Faktor non-yuridis yaitu yang mempengauhi
; erahan
tindaklanjut Laporan Hasil Analisis yaitu, kendala waktu peny
enyidik yang
Laporan Hasil Analisis yang diserahkan PPATK kepada peny

. an berjalan.
sering mengalami keterlambatan dari proses perkara yang
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ggran-Saran
s o

serly ada koordinasi atau sinero;

periu ada oorainasi atau sinergitas antara PPATK
» Aparat penegak h

ukum,

gpk dan BPKP terkait kerugian Negara dalam trangaks; k
Saks1  keuangan

mencurigakan dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada PPATK

Hal ini berkaitan dengan tingginya jumlah transaks; keuangan mencurigakan
vang berindikasi tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana
Jainnya akan mempengaruh semakin tingginya jumlah laporan hasil analisis
vang disampaikan PPATK kepada penydik.

2. Perlu adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur Laporan Hasil Analisis

vang lavak untuk ditindaklanjuti oleh penyidik di tingkat penyidikan selain

itu hal yang juga perlu diatur yaitu, pemberian sanksi yang tegas bagi aparat

vang dengan sengaja tidak menindak lanjuti Laporan Hasil Analisis yang

; angan UU
diterima. Mengingat hal tersebut telah ada sejak pembahasan Rancang

i legislatif
PPTPPU. Sehingga diperlukan politik hukum pemerintah dan ¢8

berantasan tindak
m menerapkan kebijakan dalam pencegahan dan pert

Pidana pencucian uang.
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